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a. titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan
porumahan dapat mqmqnfaatkqn taman linghrrrgan,
lapangan qtehraga, atau nraqg terbuka publik;

b. penetapan jalrr evakuasi apabila terjadi bencana alam
dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada; dan

c. ruang evaktrasi skala kota dapat memanfaatkan ruang
terbuka publik yang pukup beear msliprrti alun-alun kota,
lapangan olahraga, hqlaman, dan/atau gedung pelayanan
umum.

{21 Jaltrr evakuasl bencana alam banjlr meliputi :

a. ruas Jalan Margasari- Muara Muning- Rantau; dan

b. ruas jalan Muara Muning - Sungai trkndang- Rantau.

(3) Ruang evakuasi bencana dam banjir meliputi :

a. Kecamatan Candi l"aras Utara;

b. Kecamatan Candi laras Selatan; dart

c. Kecamatan Tapin Tengah.

BAB V

REIICAITA FOLII RUAI|G WII"AYAII DAERAII

Brglan Kcretu
Unum

Pemf 22

(1) Rencana pola ruang wilayah terdiri atas :

a, kawasan lindung; dan

b. kawasan budidaya.

(21 Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dige$berk4n ddam Peta dengan tingkat ketslitian ndnimal I; 50,800 sebegsrmsna tercentum dalan Lampuen III dan
L,ampirqn III.A yang m€rupakan bag,a.n tidak terpisahtran dari
P,eraturan Daefah ini.

Baglm Kedur
Kawaeaa Llndung

Pes.l 23

Kawasan lindung sebagaimana dimahsud dalam Pasal 22 ayat lll
hurtrf a terdiri atas :

a. kawasan hutan lindung;
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b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di
baqahnya;

c. kawasan pertndungan setempafi

d. kawasan cagar budaya;

e. kawasan raq/an bencana; darr

f. kawasan lindung lainnya.

Peregrrf 1
I(asasaa Hutan Lladung

Pesrl 24

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 23
hunrf a seluas kurang lebih 11.362 (sebelas ribu tiga ratus enam
puluh d-ua) hoktar berada di Kecamatan Piani, Kecamatan tokpaikat
dan KEcanqatan Hetungan.

easagraf 2

Krwrrsr Yrng Memberllrn Pcrllndungnn
Terhadap Kevasan Ba,rnhnnnyl

Palal 25

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
barnratrannya sebagaimar.ra dimaksud dalam Pasal 23 huruf b
heruBa k-awasan rqsapao atr,

(21 I(awasan resapan air sebagaimana dimakaud pada ayat {1)
meliputl :

a. Kecamatan Salam Babaris;

b. Kecarnatan Hahmgan;

c, Hulu Sungar Tapin m-etiputi :

1. Keeamatan Piarri;

2. Kecamatan Bungur; dan

3. Kecamatan Tapin Utara.

d. Hulu Sungai Negara meliputi :

1. Kecamatan Candi Laras Utara; dan

2. Kecamatan Candi Laras Selatan.

,'#
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Pengref 3
Ifawasaa Ferllndungen Setempat

Pmrl 26

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf c pada wilayah Kabupaten terdiri atas :

a. Kawasan Sempadan Sungai;

b. Kawasan Sekitar Danau dan Waduk;

c. Kawasan Sekitar Mata Air; dan

d. Ruang Terbuka Hrjau (RTH) Perkotaan.

l.i

Pasal27

(1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 huruf a meliputi :

a. Kecamatan Bakarangan seluas kurang lebih 258 (dua ratus
lima puluh delapan) hektar;

b. Kecamatan Bungur seluas Lnrrang lebih 548 (Iima rahrs
empat puluh delapan) hektar;

c. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 843 (delapan ratus
empat puluh tig:a) hektar;

d. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 165 (seratus
enarn puluh lima) hektar;

e. Kecamatan Binuang setuas kurang lebih 4O (empat putuh)
hektar;

f. Kecamatan Candi Laras Selatan seluas kurang lebth 879
(delapan rahrs htjuh puluh sembilan) hektar; dan

g. Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang lebih 840
(delapan rattrs empat puluh) helrtar.

(21 l(awasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud qyat (1)
dengan ketentuan :

a. kawasan sempadan sungai ditetapkan selmrang-kurangnya
lOO (serattrs) meter di kiri lantan sungai besar, dan 5O (lima
puluh) meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar
pemukiman; dan

b. kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman yaitu
benrpa sampadan sungai yang diperkirakan culsrp unhrk
dibansun jatan inspeksi antara 10 (seBuluh) - 15 (lima bElas)
meter.

I
/?ad
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Prssl 28

(1) Kawasan sekitar danau dan waduk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf b meliputi :

a. Danau Lokpaikat di Kecamatan Lokpaikat;

b. Waduk Tapin di Kecamatan Piani; dan

c. Waduk Tapin di Kecamatan Bungur.

(2) Kawasan sekitar danau dan waduk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan ketenhran :

a. daratart dengan ja.r:a.Jr 5O (lima pufuh) meter sampai dengan
100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi;
atau

b. daratan sepanjang tepian waduk lebar proporsional sesuai
benhrk dan kondisi fisik.

Prscl 29

(1) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 huruf c meliputi :

a. mata air di Desa Hatr:ngan, Desa Batu Hapu, Desa Gunung
Ulin, Desa Kembang Kuning, dan Kecamatan Binuang

b. mata air di Desa Baramban, Desa Bagandah, Desa Batu
Ampar, Desa Harakit, Desa Balawaian, Desa Batung-lapln,
Desa Miawa, Desa Gunung Bamng, Desa Buni'in Kecamatan
Piani;

c. mata air di Desa Rantau Br{iur, Desa Hangui, Desa Linuh,
Desa Lirnpana, Kecamatan Bungur; darr

d. mata air di Desa Matang Batas, Desa Asam Randah, Desa
Bagak, Sarang Bumng Tungkap Kecamatan Hatungun.
kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 2OO (dua
rattrs) meter di lokasi hulu sungai dan mata air.

(21 P-enetapan kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud
dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat
untuk mempertahankan fungsi mata air; dan

b. urilayah dengan jarak paling sedikit 2OO (dua ratus) meter
dart mata alr.

,t#
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Pasrl 3()

(1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 hunf d yaitLl berbenflrk sattr hamparan, jalur, atau
kombinasi dari benhrk hamparan dan jalur, sqrta didominasi
tumbuhan, terdapat di kawasan pcrkataan yang ada 'di
Kabupaten dengan ketenfqs$ luas minimal 30 (tiga prtluh) %
dari luas kawasan perkotaan yang tetdifi atas 20 (dua puluh) o/o

mang terbuka hijau publik dan 1O (sepuluh) % ruang terbuka
hijau privat.

Ql Rencana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTHI

sebagai berilmt:

a. Ruang Terbuka Hijau (RrI{) diaratrkan sebagai taman kota,
pularr jalan, jalur tanaman di sepanjang kiri kanan jalan
utama, pesisir pmd, daerah sekitar- permglman berlereng
euram =dan sabu* hijau sebagai perbatasan urilayatt
kabupaten; dan

b. memanf;aatkan Ruang Terbuka H[iau (RTH) dengan
memperhatikan aspek keamanag, kenyamanan, visr:al dan
tidak mengganggu fungsi utama Rt*g, Terbrl'ka Hijau
(RTH))raitu fut gii="osial, Lkologis dan estetis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Ruang Terbuka Hijau (RfH)
diahrr dengan Peraturan BuPati.

Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tabel sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II.D yang menrpakan bagian tidak
terpisatrkan dari Peraturan Daerah ini.

Prngrrf a
Itawaran eagur Budaya

Pes.I 31

I(awasan cagaf budaya sebagaimana dimahsud pada Pasal 23 huntf
d meliputi :

a. Situs Candi Laras di Desa Candi Laras Kecamatan Candi Laras
Utara;

b. Mesjid Al Mukka:ramah di Desa Banua Halat Kecamatan Tapin
Utara;

c. Mesjid Al Istiqamah di Desa Gadung Kecamatan Bakarangan;

d. Makam Datu Sanggul di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;

ei Rqmah Adat Banjar Bubungan Tingg Lawaftan Kecaqratan Tapin
Selatan;

adalah

(3)

(4)
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f. Makam Dahr Suban di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;

g. Makam Syech Salman Al-Farisi Desa Gadung Kecamatan
Bakarangan;

h. Makam Tasan Panyr di Kecamatan Tapin Utara;

t. Mesjid Baiturratrman di Desa Pandahan Kecamatan Tapin
Tengah;

j. Makam Dahr Syarifah Ailfnah di Desa Binuang Kecamatan
Binuang;

k. Makam Haji Muhammad di Desa Batalas Kecamatan Candi Laras
Utara;

1. Makam Nursitiwana di Desa Pabaungan Kecamatan Candi Laras
Selatan;

m. Mesjid An Nur di Desa P"tig Kecamatan Bakarangan;

n. Makam HM. Sa'ad di Desa Kesumagiri Kecamatan Bungur;

o. Makam Duta Nuraya di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
dart

p. Mesjid A,sura di Desa Labung Kecamatan Tapin Tengah.

Peregrlf 5
Kawasaa Rrwan Bcacana Alam

Prr.l 32

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 huruf e adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami
hencana alam terdin atas :

a. kawasan rawan longsor;dan

b. kawasan rawan banjir.

Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi :

a. Kecamatan Bungur;

b. Kecamatan Piani; dan

c. Kecamatan Hatungun.

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurrf b meliputi :

a. Kecamatan Candi Laras Utara;

b. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan

c. Kecamatan Tapin Tengah.

(1)

(2t

(3)
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Pengnf 6
Kewasan Llndung lrtnnya

Pmal 33

Kawasan lindung lainnya di wilayah Ihbupaten ssSegaimana
dimaksud dalam Pasal 23 hunrf f berupa l(awasan Konservasi
Perairan (KKP) daratan Bakarangan seluas kurang lebih 35 (tiga
puluh lr-r-na) hektar di Keeanratan Bakar- angan.

Srglaa llotltt
Krwnmn PndtCny*

Prsrl 34

Kawasan budidaya di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud
Pasal 22 ayat t hurrf b terdiri atas :

a. kawasan peruntukan hutan produksi;

b. kawasan pentnhrkan pertanian;

c. kawasan peruntukan perkebunanl

d. kawasan perunttrkan perikanan;

e. kawasan perrrntukan pertambangan;

f. kawasan perunhrkan permukiman;

g. kawasan pemnhrkan industri;
h. kawasan pe nntukan pariwisata; dan

i. kawasan perunhrkan lainnya.

Peregnf I
Itawasaa Pcruntutaa Hutal Produlrl

Prnl 35

(1) Rencana pengembangan kawasal pertrntukan hutan produksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a seluas kurang
lebih 15.074 (lima bolas ribu hrjuh puluh empat) helrtar terdiri
atas :

a. Hutan Produksi Tetap (HP);

b. Hutan Produksi Konversi (HPKI ; dan
c. Hutan Produksi Terbatas (HPT).
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(21 Hutan Produksi Tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a seluas kurang lebih 6.859 (enam ribu delapan ratus
lima pulutr serlrbilan) hektar metiputi ;

a. Kecamatan Bungur seluas ln-rrang lebih 621 (enam ratrrs
dua puluh satu) hektar;

b. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 2,999 (dua ribu
sembilan ratus sembilan paduh sembilan) hektar;

c. Kecamatan lokpaikat sehras kurang lebih 2.653 (dua ribu
enam ratus lima puluh tiga) helrtar; dan

d. Kecamatan Hahrngun seluas ln:rang lebih l.O3O (seribu tiga
puluh) hektar.

(3) E{utan Produksi Konversi (HP-K} sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) huruf b seluas kurang lebih 7.292 (ttljuh ribu dua rahrs
sJmbilan pailuh drra) hektar berada di Kecamatan Candi laras
Utara.

(4) Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebagaimana'dimaksud pada
ayat (1) hurrf c seluas kurang lebih 924 (sembilan ratus dua
Puluh e!I!pat) hekJer bereda di Kecamatan Hatungun,

Peragnf 2
I(awasan Peruntukan Pcrtanlaa

Prsd 36

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf b terdiri atas :

a. kawasan perunhrkan tanaman pangan;

b. kawasan perunhrkan hortilnrlhrra; darr

c. kawasan pemntukan peternakan.

(21 l(awasan perunhrkan tanaman pangan sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf a terdiri atae:

a. kawasan pertanian lahan basah;

b. kawasan pertanian lahan kering; dan

c. kawasan tanaman pangan berkelanjutan.

(3) Kaurasan pertanian latran basah sg[agaimana dimaksud ayat (2)
htuad a seluas kurang lebih 45.904 (empat puluh lima ribu
sembilan r4hrs empat) hektar meliputi :

a. Keeamatan Bakarangan seluas linrrang 4.480 (empat ribu
empat ratus delapan puluh) hektar;

b. Kecamatan Binuang seluas kurang 2-474 (dua ribu empat
ratus hrjuh puluh empat) helctar;
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c, Kecamatan Bungur seluas lnrrang 306 (tiga rahrs enam)
hektar;

d. Kecamatan candi Laras selatan sehras kurang 13.296 (tiga
belas ribu dua rattrs sembilan puluh enam) hektar;

e. Kecamatan candi Laras utara seluas kurang 14.262 (empat
belas ribu tujuh rahrs enam puluh dual hektar;

f. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang l.sss (serattrs lima
ratus lima puluh lima) helctar;

g. Kecamatan Salam Babaris seluas kurang 41 (empat puluh
satu) hektar;

h. Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang 3.896 (tiga ribu
delapan ratrrs sembilan puluh enamf hektar;

i. Kecamatan Tapin Tengah seluas lmrang 4.304 (empat ribu
tiga ratus empat) hektar; dan

j. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang 79O (tujuh ratus
semhilan puluh) hektar.

I(awasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud ayat (2)
huruf b seluas }mrang lebih 8.281 (delapan ribu dua ratus
delapan puluh satu) hektar yang terdiri dari latran tegal/kebun
ditambah lading/huma yalrlg meliputi:

a. Kecamatan Binuang seluas kurang lebih 462 (empat ratus
enam puhrh dua) hektar,

b. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 569 (lima ratus
enam puluh sembilan) hektar;

c. Kecamatan Hahrngun seluas lrurang lebih 1.689 (seribu
cnam rahrs delapan puluh sembiLan) hektar;

d. Kecamatan Lokpaikat seluas kr,rrang lebih 385 (tiga ratus
delapan puluh lima) helrtar;

e. Kecamatan Salam Babaris sefuas kurang lebih A2O (tiga
rattrs dua puluh) hektar;

f. Kecarnatan Tapin Selatan seluas kurang lebih 776 (tujuh
rattrs hduh puluh enam) hektar; dan

g. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 76 (hljuh puluh
enam) hektar.

I(awasan pemntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, yerng akan ditetaplcan sebagai Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan pertanian
lahan basah yang alsan diatur lebih laqiut se$ual dengan
kstentuanF.,Erundang-undanganyangberlal-rrr,

I(awasan perunttrkan hortilkultura sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf b meliputi :

a. komoditas jeruk seluas 1.151 (seribu seratus lima puluh
satu) hektar meliputi :

(5)

(61
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1. Kecamatan Binuang seluas kurang lebih 81 (delapan
puluh satu) hekta-r;

2. Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang lebih 74 (tujuh
puluh empat) helrtar;

3. Kecamatan Salam Babaris seluas kurang lebih 49 (empat
puluh sembilan) hektar;

4. Kecamatan Tapin Tengah seluas kurang lebih 39 (tiga
puluh sembilan) hektar;

5. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 121 (seratus dua
pufuh sattr) hektar;

6. Kecamatan Piani seluas lmrang lebih 43 (empat puluh
tiga) hektar;

7. Kecamatan lokpaikat seluas kurang lebih l lO (seratus
sepuluh) helrtar;

8. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 26 (dua
puluh enam) hektar;

9. Kecamatan Bakarangan seluas lmrang lebih 36 (tiga
puluh enam) hektar;

lO. Kecamatan Candi Laras Selatan seluas ktrrang lebih 294
(dua ratus sembilan puluh empat) hektar; dan

11. Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang lebrh 278
(dua ratus hrjuh puluh delapan) hektar.

b. komoditas pisang berada di Desa Asam Randah Kecamatan
Hahmgun; dan

c. komoditas cabe besar berada di Desa lGladan Kecamatan
Cendi Laras Utara.

(71 Kawasan peruntukan peternakan sebagairnana dirnaksud ayat
{1) huruf c diperuntukl€n bagi k€giatan tcrnak besar, kecil dan
unggas, tidak dikembangkan dalam bentuk padang
penggembala.an ternak sehinggq batasqn lokasinya tidat< d"pat
dipetakan secara tegas yang diarahkan secara terpadu dan
terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian
dan perkebunan meliputi :

a. ternak besar dikembangkan secara berkelompok maupun
individu tergahung dalam permukiman pordeeaan,
peruntukar perta$ia$ dan perkebunas! datem erd luas
melip. uti ;

1. ternak sapi potong terdapat di Kecamatan Binuang,
Kecamatan Hahrngun, Kecamatan Tapin Selatan,
Kecamatan Sdam Babaris, Kecamatan Bungur,
Kecamatan Tapin Tengatr, Kecamatan Bakargrrgann
Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani, dan Kecamatan
Tapin Utar.a; dan

re

//"!
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2. ternak kerbau terdapat di Kecamatan Bungur,
Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan l,okpaikat,
K-eeamatan eandi Laras Setatan, danKEsamatan Cendi
Laras Utara.

b. ternak kecil berupa ternak kambing dan domba
dikembangkan srecara berkelompok maupun individu
tergabung dalam permrrkiman perdesaan, perunnrkan
pertasran daq perkebunan qeliputi :

1. Keeamatan Binuang;

2. Kecamatan Hatungun;

3. Kecamatan Tapin Selatan;

4. Kecamatan Salam Babaris;

5, K-eeam-atan Eungur;
6. Keeamatan Piani; dan

7. Kecamatan Tapin Utara.

c. ternak unggas dikembangkan dalam bentuk usatra ternak
ayam ras, ayam buras dan itik diaratrkan untuk tidat<
berdampingan langsung dengan kawasan perrnukiman,
sebarannya meliputi :

1. Kecamatan Bungur;

2, Kecamatan Tapin Tengah;

3. Kecamatan Bakarangan;

4, Kecamatan Lakpaikat;

5. Kecamatan Piani;

6, Kecamatan Candi Laras Selatan; dan

7, Kecamatan Candi Laras Utara; dan

8. Kee.matan Tapin Utara.

d. aneka ternak dikembangkan dalam benhrk usatra ternak
kelinci dan burung puyuh dikembangkan secara
berkelompok maupun individu di kawasan peruntukan
permukiman, pertanian dan perkebunan meliputi :

1. Kecamatan Binuang;

2, Kecamatan Hatungunl

3. Kecamatan Tapin Tengatr; dan

4. Kecamatan Bakarangan.

n
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e. kaurasan pengembangan ternak terpadu dikembangkarr
secara herkelompok maupun individu di kayrasan
peruntukan pelr:nukimaq, pertantian dan perkebunan
meliputi :

l. Kecamatan Tapin Tengah;

2, Kecamatan Bakarangan;

3. Kecamatan Lokpaikat; dan

4. Kecamatan Hahrngun.

Peregraf 3

Kawasea Peruntutaa Pcrtebunan

Pasel 37

(1) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf c seluas kurang lebih 94.422 (sembilan puluh
empat rihu empat ratus dua prrluh dua) hektar terdiri atas :

a. kawasan perkebunan besar; dan

b. kawasan perkebunan rakyat.

(21 l(awasan perkebunan besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliPrrti :

a. komoditas kelapa sawit meliputi :

1. Kecamatan Tapin Tengah;

2. Kecamatan eandi I"aras Selatan;

3. Kecarnatsfl Candi I"aras Uta-ra;

4. Kecamatan Binuang;

5. Kecamatan Tapin Selatan;

6. Kecamatan Bakarangan; dan

7. Kecamatan Lokpaikat.

b. komoditas karet meliputi:

1. Kecamatan Bungur;

2. Kecamatan Salam Babaris; dan

3. Kecamatan Tapin Utara.

(3) Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi :

a. komoditas kelapa sawit meliputi :

1. Kecamatart Tapin Tengah;

2, Kecamatan Candi Laras Selatan;

3. Kecamatan Candi Laras Utara;

4. Kecamatan Binuang;
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5. Kecamatan Tapin Selatan;

6. Kecamatan Bakarangan; dan

7. Kecamatan Lokpaikat.

b. komoditas karet meliputi :

1. Kecamatan Tapin Selatan;

2. Kecamatan Piani;

3. Kecamatan Bungur;

4. Kecamatan Sdam Babaris;

5. Kecamatan Lokapikat;

6. Kecamatan Binuang; dan

7, Kecamatan Hatungun.

Feragraf a
ffawasaa Pcruatuhea PerlLaaaa

Pessf 38

(1) Kawasan pemntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf d di wilayah Ihbupaten terdiri atas :

a. kawasan perunhrkan perikanan tangkap;

b. kawasan pcruntukan perikanan budidaya; dart

c. kawasan pengolahan ikan.

(21 l(awasan penrntukan perikanan tangkap sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdapat di :

a. Kecamatan Candi Laras Selatan;

b. Kecamatan Candi l.aras Utara;

c. Kecamatan Bakarangan;

d. Kecarnatan Tapin Tengah;

e. Kecamatan Tapin Selatan;

f. Kecamatan Tapin Utara;

g. KecamatamLokpaikat;

h. Kecamatan Binuang; dan

i. Kecamatan Bungur.

(3) Kawasan pemntukan perikanan budidaya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) hunf b berupa kawasan budidaya
kolam, keramba dan minapadi tersehar di seluruh kecamatan.
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(4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huntf c meliputi:
a. Kecamatan Candi I"aras Selatan;

b. Kecamatan Candi Laras Utara; dan

c. Kecamatan Bakarangan.

Paragref 5
I(ewasaa Penrnhrhan Pertambaagaa

Pasal 39

(1) Kawasan trrerunhrkan pertambangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 huruf e terdiri atas :

a. mineral logam;

b. mineral bukan logam;

c. batuan; dan

d. batubara.

(21 Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hun.f a
meliputi:

a. emas meliputi :

1. Desa Kelumpang Kecamatan Salam Babaris; dan

2. Desa Miawa Kecamatan Piani.

b. mangan terdapat di Kecamatan Piani; dan

c. besi terdapat di Kecamatan Piani.

(3) Mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hunrf h meliputi:

a, intan berada di Desa Miawa Kecamatan Piani;

b. kaolin meliputi :

1. Desa Tatakan KecamatanTapin Selatan;

2. Desa Bitatran Kecamatanlokpaikat;
3. Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat;

4. Desa Lokpaikat Kecarnatan Lokpaikat; dan
5. Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris.

c. bahr lempung (clay, blay clay, fire clay) meliputi:
1. Desa Ikmbang Habang Kecarnatan Salam Babaris;

2. Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris;

3. Desa Rralamsari Kecamatan Binuang;

4. Desa Bungur Kecamatan Bungur;
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5. Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan;

6. Desa Sidodadi Kecamatan Lokpaikat.

battr gamping kapur meliputi:

1. Desa Kambang Habang Kecamatan Salarr Babaris;

2. Desa Batu Hapu Kecamatan Hahrngun;

3. Desa Rralamsari Kecamatan Binuang;

4. G. Tamngin Kecamatan Hahrngan;

5. G. Kapayang;

6. G.Batu Dinding Kecamatan Bungur;

7. G. Talikur Kecamatan Bungur;

8. G. Bamng Kecamatan Piani;

9. G. hrlankapituKecamatan Piani;

10. Desa Beramban Kecamatan Piani;

11. Desa Talikur Kecamatan Bungur;

12. Desa Pantai walang Kecamatan Bungur;

13. G.L,ampinit Kecamatan Bungur;

14. 16E} Sandar Kecamatan Salam Babaris;

15. Desa Batu Ampar Kecamatan Piani;

16. Desa Suato Kecamatan Tapin Selatan; dan

17. Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris.

bahr pasir kuarsa meliputi:

1. Desa Kambang Kuning Kecamatan Binuang;

2. G.Gambir Kecamatan Tapin Selatan;

3. G.Galumb*g;
4. Desa Tungkap Kecamatan Binuang;

5. SidoMukti Kecamatan Hahrngun;

6. Desa Suato Kecamatan Tapin Selatan;

7. Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;

8. IGrang Nangka Kecamatan Hahrngun;

9. Tungkap Kecamatan Binuang;

10. Desa Burakai Kecamatan Hahrngun;

1 1. Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;

12. Desa Sawang Kecamatan Tapin Selatan;

13. Desa Tampunang Hulu Kecamatan Bungur;

14. Desa Banua Padang Kecamatanr Bungur; dan

15. Desa Harapan Masa Kecamatan Bungur.

e.

Ar
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f. fcrsfat meliputi:

1. Desa Beramban Kecamatan Piani;

2. Desa Tafikrtr Kecamatan Piani;

3. G. La.mpinit Kecamatan Bungur;

4. Kecamatan Piani; dan

5. Kecamatan Salam Babaris.

(4) Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a, granit meliputi :

l. G. Bahr Dikdang Kecamatan Piani;

2. G. Karau Kecamatan Piani;

3. G. Datar Gatus Kecamatan Piani;

4. G.Hatalayang Kecamatan Piani;

5. Desa Harakit Kecamatan Piani;

6. Desa Batung Kecamatan Piani;

7. Desa Bagandah Kecamatan Piani; ,rl

8. Desa Belawaian Kecamatan Piani; dan

9. Desa Ranai Kecamatan Piani.

b. andesit meliputi:

l. G. Bagak - Asam Randah Kecamatan Hatungun;

2. G. Batu Belawang;

3. G.Haripit Kecamatan Hahrngun;

4. G.Batuago Kecamatan Hatungun;

5. Desa Hariaman Kecamatan Piani;

6. Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani; darr

7. Desa Sambung Makmur Kecamatan Piani;

c. marmer meliputi
1. Gunung Talikur Kecamatan Piani;dan

2. Gunung Talikur Kecamatan Hatungun.

d. pasir meliputi:

l. Desa Shabatr Kecamatan Bungur;

2. Desa Tampunang Hilir Kecamatan Bungur;

3. Desa Timbung Kecamatan Bungur; dan

4, Desa Banua Padang Hilir Kecamatan Bungur.
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e. tanah urug meliputi:

1. Desa Parandakan Kecamatan Lokpaikat;

2. Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;

3. Desa Rrlau Pinang Kecamatan Binuang;

4. Desa Karangan Putih Kecamatan Binuang;

5. Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat; dan

6. Desa Bataratat Kecamatan Lokpaikat.

(5) Batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada
di Format Wamkin dan Format Taqiung meliputi:

a. Kecamatan Binuang;

b. Kecamatan Tapin Selatan;

c. Kecamatan Bungur;

d. Kecamatan Salam Babaris; dan

e. Kecamatan Lokpaikat.

(6) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

seluas kurang lebih 6.188 (enam ribu seratus delapan puluh
dplapad hektar dengen memperhattkan kElestarian llnskungan
lokasinya tersebar setelah mendapatkan pediuan scrta sesuai
ketentuan peraturan pertrndang-undangan.

nangraf 6
I(awasan Fenratutaa PcrnuHman

Pesal4{,

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 huruf f seluas kurang lebih 46.529 (empat
puluh enam ribu lima ratus dua puluh samhilan) hektar terdiri
ahs ;

a. permukiman perkotaan; dan

b. permukiman perdesaan;

(21 Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi :

a. permukiman ba.tl skala besar yang dikembangkan meliputi:
1. Kecamatan Tapin Utara;

2. Kecamatan Binuang; dan

3. Kecarnatan Candila-ras Selatan.

lr4
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b. kawasan perrnukiman perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diimbangi dengan tersediarrya pusat
pslayanaq yang terkpnsqntr, asi di sEHtff perketaarl PKLp,
PPK dan PPL meliprrti:

1. Kecamatan Bakarangan;

2. Kecamatan Lnkpaikat;

3. Kecamatan Bungur;

4. Kecamatan Piani;

5. Kecamatan Salam Babaris;

6. Kecamatan Hattrngun;

7. Kecamatan Tapin Selatan;

8. Kecamatan Tapin Tengah; dan

9. Kecamatan Candilaras Utara.

(3) Permukiman perdesaan ssfuagaimana di maksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas :

a. kawasan permukiman perdesaan kegiatan pertanian yang
menyebar di sekitar daerah pertanian meliputi selunrh desa
di Kabupaten; dan

b. kawasan permukiman perdesaan yang akan dikembangkan
bersama kegiatan industri berbasie pertanian, perkehunalx,
petgrnakag dan BEnkaRan,

PeragFaf 7

I(rwrnrn Peruatuhrn In--Csatrl

Parel 41

(1) Kawasan perunhrkan industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 humf g terdiri atas:

a. industri besar;

b. industri menengah; dan

c. industri kecil dan mikro.
(21 Kawasan industri besar sebagaimana dimahsud pada ayat (1)

huruf a seluas 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) hektar di
KesilIatan eandi Laras Utara.

(3) kawasan industri menengatr sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:

a. industri minyak Kelapa Sawit meliputi:

1. Kecamatan Candi Laras Utara; dan

2. Kecamatan Candi Laras Selatan.

,{
nu 0,:'

ObU
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b. industri pengolahan karet qamb rubber di Kecamatan Tapin
Selatan; dart

c. industri bricket batu bara di Kecamatan Tapin Selatan.

Kawasan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi:

a. kerajianan kerarnik di Desa Tatakan Kecamata:r Tapin
Selatan;

b, agrq-industri di Kecamatan eandilaras Utara dan
Kecamatan Candilaras Selatan;

c. sentra industri kecil di Kecamatanr Binuang;

d. industri perikanan terbatas di Kecamatan Candilaras Utara;
dan

e. industri non polutan di Kecamatan Binuang dan Kecamatan
Candi Laras Selatan. 

r;

Ifuwasan industri tertenhr untuk industri besar, industri
menengatr dan skala mikro, kecil dapat didirikan terpadu
dengan kawasan permukiman dengan memenuhi persyaratan
pengelolaan lingkungan selta sesuai ketenhran perahrran
perundang-undarrgan.

Paragraf 8

Ilawasan Pcruahrtea Fadslsata

Pasel 42

(1) I(awasan penrnhrkan pa-riwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 hurrf h di wilayah kabupaten terdiri atas:

a. kawasan pemntukan pariwisata alam;

b. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan

c. kawasan pemnhrkan pariwisata buatan.

(21 I(awasan perunhrkan pariwisata alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf a meliputi:

a. wisata ala:m Rute Miawa Loksado di Kecamatan Piani;

b. wisata alam Binuang di Kecamatan Binumg;,

c. wisata alam Pandahan di Kecamatsn Tapin Tengah;

d. wisata alam air terjun Hangut di Kecasratan Bungur;

e. wisata dam air terjun Mandian Jumit di Kecamatan Piani;

f. wisata alam air te{un Durian Takah di Kecamatan Piani;

g. wisata alam Paranginan Rahr di Kecamatan lpkpaikat;

h. wisata alam Gunung Lampinit di Kecamatan Bungur;

(5)
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i. wisata alam Gunung Bilanang di Kecamatan Bungur;
j. wisata alam Tirta sungai Margasari di Kecamatan candi

laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara;
k. wisata Goa Baflr Hapu di Kecamatan Binuang; dan
l. wisata Goa Baramban di Kecamatan piani.

(3) I(awasan perunhrkan pariwisata budaya sebaga[r-nana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. kawasan wisata budaya :

l. perahu naga di Kecamatan candi laras Utara;
2, maaJrun anak di Kecamatan Tapin Utara;

3. situs candi Laras di Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
4. aruh ganal di Kecamatan Piani.

b. kawasan wisata religius :

1. makam Datuk Sanggul di Kecamatan Tapin Selatan;

2. makam Syech Salman Al Parisi di Kecamatan
Bakarangan; dan

3. majelis tatim di Kecamatan Tapin Tengah.

(4) I(awasan penmtukan pariwisata buatan sebagaimane rlirnetksud
pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

a. wisata agro SMK Negeri I Tapin di Kecamatan Tapin Selatan;
dan

b, kerajinan anyaman di kecamatan Candi Iaras Selatan.

Paragsaf 9
ffawaraa Feruatutan Budtde;n LataaSra

Pasal 43

(1) I(awasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf i meliputi:
a. kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman;
b. kawasan perdagangan dan jasa; dan
c. kawasan pertatranan dan keamanan.

(2) I(awasan peruntukan fasilitas penunjang permukimarr
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. fasilitas perkantoran pemerintahan meliputi:
1. fasilitas perkantoran pemerintatran skala wilayah

Kabupaten yang tersebar di l(awasen perkotaan Rantau
Baru;

ow
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c.

!.

2. fasilitas perkantoran pemerintatran skala kecamatan yang
tersebar di Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan; dan

3. fasilitas perkantoran pemerintahan skala desa/kehrraharr
yang tersebar di tiap pusat-pusat desa/kelurahan.

fasilites pendidikan meliputi:

1. fasilitas pendidikan tinggi Sdman Al-Farisi berada di
Kecamatan Tapin Selatan;

2. fasilitas pendidikan menengatr meliputi SMP, SMA dan
se,.jenisnya mempertahankan faslitas yang telah ada dan
menarubah fasilitas eaeuat kEtentuan jumlah pEnduduk
pendukung; dqn

3. fasilitas pendidikan dasar mempertahankan faslitas yang
telah ada dan menambah fasittas sesuai ketentuan jumlatl
penduduk pendukung,

fasititas kesehatan meliputi:

1. fasilitas kesehatan pelayanarr wilayah tersebar di Kawasan
Perkotaan Rantau Baru, Margasari Baru, dan Binuang
Bam;

2. fasilitas kesehatan skala pelayanan kecamatan
mempertatrankan fasilitas yang telah"ada dan menambah
fasilitas sesuai ketenhranjumlatr penduduk pendukung.

fasilitas peribadatan dikembangkan dengan mempertahankan
fasilitas peribadatan ymtg telatr ada yang tersebar di selumh
kecamatan di wilayah kabupaten dan pengembangan fasilitas
peribadatan dilaksanakan sesuai dengan ketenhran jumlah
penduduk pendukung;

fasilitas rekreasi dan olah raga meliputi:

1. Taman,Taman Kota sebagai bagian dari ruang terbuka
hijau kota terdiri atas tarnan linglamgan perurnahan,
taman skala RT/RW, taman skala desa, taman skala
kecamatan dan taman skala kota;

2. Lapangan umum atau lapangan olatr raga skala RT/RW,
skala desa, skala kecamatan dan skala kahupaten atau
pkala kota;

3. Lapangan olah raga skala kecil seperti lapangan sepak
bola, volley, basket, bulu tangkis, futsal, tenis dan lainnya
tersebar di dalam kawasan permukiman; dan

4. Stadion Mini Binuang di Keca:rratan Binuang;

5. Stadion Internasional Binuang di Kecamatan Binuang;

6. Sirkuit Balipat di Kecamatan Binuang;

7. Lapangan Tennnis Indoor di Kecamatan Binuang;

8. Stadion Dahr Muning di Kecamatan Tapin,Utara;

d.

e.

oN
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9. Gedung Sultan Kuning di Kecamatan Tapin Utara; dan
10. Sirkuit Tebing Tinggi di Kecamatan Bungur.

(3) Kawasan fasilitas perdagangan dan jasa ssfoagaimana dimaksud
padft Eyat (1I huruf h meliputi :

a. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah
seperti pasar wilayah, pusat pertokoan, ateu perdagangan
modern diaratrkan tersebar di:

1. Kawasan Rantau Baru;

2. Kawasan Margasari Baru;

3. Kawasan Binuang Bartr; dan

4. Kawasan Pelabuhan Sungai Ptrting.

b. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan
€epcrti pasar kecamatan, kelornpek pcrtdroffi, fiiaupttrrt
perdagangag m-qdern skala keeamatanr tersebar di kawasan
perko(g4r_r berfungsi PPK atax kasragan perdesaan berfungqi
PPL; dan

c. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal seperti
pcffir d€ffi, kclomBs*( pertokoxr ter-tobar di tim desa ateu
tiqp linghngsn perrlluHmen,

(4) Kawawr pertal nan dan keffirfiran dimaM
pada ayat (lf huruf c terdiri atas ;

a Kaurasan Militer anskatan Darat herada di Desa Bitahan
Kecamatan Lokpaikat;

b. Komando Rayon Militer tersebar di wilayah l(abupaten;

c. Kawasan Kepolisian meliputi:

l. Kepolisian Resort berada di Desa Bitatran Kecarnatrur
t ol*paik*; dan

2. Kepolisian Sektor tersebar di wilayah Kabupaten.

BAB VI
NETEAITA PBTETAPAIT KAWASAIT STRA?EEIS

Bagfrn Ksretn
Umun

kral 44

(1) Rencana penetapan kawasan strategis yang ada di wilayatr
Kabupaten terdiri atas :

a. Kawasan Strategis Provinsi; dan

b. I(awasan Strategis Kabupaten.
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BaglaE Kedue

ffewaran Stratcgll Provlnsl

Pasel tT6

I(awasan Strategis Provinsi (KSP) yang ada di Kabupat-91

;;;"i*;" airfiatsua dahm"Pasil 44 ayat (1) hurLf a terdiri

atas:
a. Kawasan strategis Provinsi (KSB dari smdut kepentingan

ekonomi; dan

b. I(awasan strategis Provinsi {KSP)daI'i sudut kepentingan

pertahanan dan keamanan.

Kawasan strategis Provinsi (KsP) dari 9u$ut kepentingan

"torro-i 
seba*ai;ana dimaksud pada ayat.(l) huruf a berada di

Kasrasan Ra.wa Batang Banyu yarrg melip-ud;

a. Kecamatan Candi Laras Selatan;

b. Kecamatan Candi Laras Utara; dart

c. Kecamatan TaPin Tengah.

dari sudut kePentingart
di kawasan tertentu di

dacrah pcrtahanafi darat dan
baqis militer, deerah letihan

militer, de.erah pemb. UanBan amUnigi, gUdang amUniSi dan
daerah uiieoba Petsenjataan.

BaSlrn KGttgB

Itasasaa StratGgb lEebuPatcn

ParaI46

(1) Kawasarr Strategis Ikbupaten (KPK.) sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (U huruf b terdiri atas:

a. I(awasan Srategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan
perhrmbuhan ekonomi;

b. Ifuurasan StrEtegis Kabup'atun tI(SKI dari sttrdut keperftingan
sosial budaYa;

(1)

(21

(3)
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c. Kawasan Strategis l(abupaten (KSK) dari sudut
pertdayagffiaan s.urnherdaya dart rful I ata+* tdrnstsgi tinggi;
dan

d. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)dari sudut fungsi dan
drya dtdcirng tingtmrigprt ttidtrp.

I(awasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan
perrurnUuttan €lso{?ofiri eobageimana dimakeud eaAa ayat {1}
huruf a terdrn dari :

a. Kawasan Rantau Baru;

b. Kawasan Binuang Baru;

c. Kawasan Margasari Barl;
d. I(awasan Pelabuhan Sungai Puting;

e. Km 94 Kecamatan Binuang; dart

f. Km 1OI Kecamatan Tapin Selatan.

I(awasan Strategis l(abupaten (KSK) dari sudut kepentingan
sogid huda5ra ssbaggimafia dimalsud pada ayaf- tl) htffitf b
bErada di Kawasan Pelestariaa Budaya Adat Maarun Anak di
K-eqaslata$ Taptn Utqra,

Kawasan Strategis Kabupaten {KSK) dari sudut pendayagunaan
sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaisnla
dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Waduk Tapin sebagai
Pembangkit Energi Listrik berada di Desa Pipitak Jaya
Kecamatan Piani.

I(awasan SEategis Kabupaten (KSK| dari sudut fungsi dan daya
dulcnng linglnrng^n hidrrp sel'^g^irnane dimeks,ud pAdA ayat {$
huruf d berupa Hutan Lindung di Kecamatan Piani.

BAB VU

ARAHAI| PBUATFAATAIT RUAI|E Wil"AYAII DAERAII

(3)

t4l

(5)

Baglea Kcratu
Unum

Pesal 47

(1) Arahan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :

a. indikasi program utama;

b. indikasi lokasi;

c. indikasi sumber pendanaan;

d. indikasi pelaksana kegiatan; dan

e. indikasi waktu pelaksanaan.
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l2l Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurt*f aterdbi Me :

a. perwujudan stmkttrr ruang;

b.prqiudm pofraturr$ drr
c. perwuJudan rencana kawasan strategis.

(3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi lokasi yang berada pada linglmp wilayatr kabupaten.

(4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri atas :

a. Dana Pemerintah;

b. Dana Pemerintah Provinsi;

c. Dana Pemerintatr Kabupaten; dan

d. Pendanaan lainnya.

(5) Indilsasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d meliputi :

a. Pemerintatr;

b. Pemerintatr Provinsi;

c. Pemerintah Kabupatenl

d. Badan Usatra Milik Negara (BUMN);

e. Swasta; darr

f. Masyarakat.

(6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hunrf e sampai dengan tahun 20,34 dibagi ke dalam 4
(empat) tahap meliputi :

a. tahap pertama tahun 2Ot4 sampai dengan tahun 2Ot9i

L tahap kedua tahun %)%J sampai dengan tahrn 2924;

c. tatrap ketiga tahun 2025 sampai dengan tatrun 2029; dan
d. tahep kqe-rmpet tsfi*sr ?O3e safiBpeid€ng@ 293F,

l7l Indikasi Program Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (21

tercarthrrn darn lampif.an YII yarg merueatran basiafr tffi
terpigahkan den Peraturan Daerah ini,

DadeE Kcdua

Fer*uiu*a Rene*m €ffitt*r W
Pesal48

(U Indikasi program utama penrujudan strlkttrr ruang
sebegaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, terdiri
atag :

oN,
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a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan

b. perwtrjudan sistem prasarana wilayah.

(21 Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan
Eo&ageiflffia dimakand pda afat {1} huirtd a meliptili:
a. pengembangan sistem perkotaan meliputi:

1. pengetubanBgn PI(L Rarku Bafq
2. pengembangan PKLp pengembangan pusat kegiatan lokal

promosi di Margasari Banr 4an Flinrrarrg Banrry

3. pcngembangan PPK;

4, per-rrt*-q+*aea Rensffi De.tail Teta Rue+g Ii# {RD-TRK} di
seluruh perkotaan Kabupaten; dan

5. penyusuRan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL).

b. pengembangan sistem perdesaan meliputi

1. pengembangan PPL;

2. pengembangan pusat agrobisnis di perdesaan atau desa
'Fsat petumU*an.

(3) Indikasi program utama perwtrjudan sistem prasarana wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b meliputi :

a. perwtrjudan sistem jaringan lalu lintas dan angfuutan jalan,
meliputi :

1. pengembangan jaringan arteri primer;

2. pengembangan jaringan jalan kolektor;

3. pengembangan jaringan jalan lokal;

4. pengembangan jaringan jalan lingkar barat dan lingkar
timtr;

5. peningkatan jalan antar pusat kegiatan;

6. pengadaan irrfrastulfirrpemrdang agropditarq
7. peningkatan jalan penghubung desa dan kota;

8. pembangunanjernbatan;

9. pemeliharaan jembatan;

10. pembangunan terminal dan sub terminal;
1 l. pembangunan infrastnrklrrr pendukung terminal;
12. peningkatan pelayanan anglmtan;
13. peremajaan angkutan umum; dan
14. pembangunan jembatan timbang.

lew
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b. perwujudan sistem perhubungan sungai dan penyeberangan,
malipttti :

1. pengembangan lintas pelayaran srngai lintas kabupaten;

2, pergefirbarrElafi OermagE tvtargaserb

3. pengsmbangan angkutan khusus pertambangan dan
perkehman;dan

4. pengsmbangan daeratr kawasan pelabuhan.

€, Berurutiuda* sietom jariagffiener'gi €od{Pt*i ;

1. pengernbangan PLTU;

2. pengernbarrggfl ff.Tq
3. pengembangan GITM;

4. pengembangan jaringan listrik €uTf;
5. pengembangan SI-rtR; dan

6. peningkatan pelayanan kapasitas listr{k di seluruh
wilayah Kabupaten.

d. gerqiuAam eistctrt iaringm telekoffrunikasi melipttti:

1. peningkatan wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas
pelayanan di sduruh kecamatan;

2. pengelolaan infrastrukflrr telekomunikasi dan informasi;

,3- pcngembanga$ sistem telepon $irkabel ,sebagEd iarirogaln
internet murah di kawasan perdesaan; den

4. pengembangan tower Base 7'runsmitter Sgstem (BTS) dart
msrnara tele.{esnurtikmi der€fl} pertgels+aan f,cetrEr
berscr-n-a di seluruh keqgslatan'

e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi :

1. pemeliharaan dan pemanfaatan sungai;

2. normalisasi sungai dan saluran irigasi;

S. pengelolaan sumber daya air sesuai dengan pola sumber
daya wilayah sungai;

4. lsrigEmbarrgan qrafirlr dan danau;

5. pemeliharaan Jaringan trigasi;

6. peningltatan operasional prasarana jasingan .irigasi;

7. peningkatan embung;

8. pelestarian sumber mata aii dan konservasi daerah
resapan air;

9. pcrrgffiEsan dan pcnertiban fimfter ah yrang berasd dari
sumber air tanah dangket dan sumber air tanah dalam;



-58-

10. pembangunan prasarana air berupa pipanisasi air bersih
danr bak penafirpringert-*ir; ds*

11. penambatran kapasitas dan revitalisasi jaringan air bal<rr
untuk air minum di seluruh kecamatan.

f . perwtrjudan sistem jaringan pengelolaan lingkungan,
meliputi:

1, pengadaan TPA;

2. pengembangan sistem pengelolaan sampah melalui
@?Sman?PSt; l

3. penyediaan tempat sampah organik dan non organik di
kawasan perkotaan;

4. pembentukan manajemen pengelolaan sampah terpadu;

5. usaha r€duksi melahri pengocposan' darrr rrlang, rlen
pemilahan anta-ra orgenik dan non organik.

6. pengembangan IPLT Industri
7. pengembangan IPAL Rumah Sakit;

8. pengembangan drainase;

9. pengembangan jaringan air bersih; dan

10. pembangunan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan
aarana dan prmararta perge,lolmn air b'd$r rffihdr ftir
minum,

g. perwujudan ruang evakuasi bencana benrpa pengembangan
ftrang csd$raai henema.

Baglaa KetlSe

Pcnn{udaa Rencana Fola Rueng

Pasel 49

(1) Indikasi program utama perwujuden pola nrang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

a. perwujudan kawasan lindung; dan

b. perwtrjudan kawasan budidaya.

(2) Indikasi program utama perumjudan kawasan lindung
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurrf a, meliputi :

a. penetapan tapal batas kawasan lindung;

b. reboisasi kawasan yang rusak; dan

c. peningkatan sarana dan prasarana mitigasi di daerah rawan
bencana melatui penyediaan sistem peringatan dini.
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(3) Indikasi program utama perwujudan kawgsan budidaya
eebagfrimafta di{nafcnrd pada ryat tl) hurtd b, meliputi:
a. penetapan dan perlindungan terhadap lahan pertanian

berkela4iutan;

b. pengembangan hortihrltura unggulan;

c- peogembangan kawasan prkehrnan besar dan kect
d. pemantapan perizinan kawasan tambang dan reklamasi

pasca tambang;

e. pengembangan kawasan budidaya perikanan;

f. pengembangan kawasan industri besar, industri sedang, dan
industri rumah tangga;

g. pengembangan ?rilaa dan pdcet-paket wisata;

h. penyediaan rumah yang layak huni; dan

i. pengembangan kawasan budidaya lainnya.

Dagle! Kccnlnt
Indttasl Prognn lltane Per*rqfudna

Ilawaran Stratoglr l(abupaten

Passt 50

Indikasi program utama perunrjudan kawasan strategis kabupaten
eeh'aeeimsrad{rndmud #am hd 47 ryad..tz} htmrf e meliputi :

a. program perurujudan kawasan strategis ekonomi;

b. prografl Wiuaan kawasafl stnaftgis sosial ffialra;
c. program perwnjudan kawasan strategis fungsi dan daya dukung

linglinrngeq hidrrF; dan
d. penlmsunan Rencana Tata Ruang (RTR) I(awasan strategis di

setiap lokasi kawasan strategis.

BAB VIII
IfBfET"I'AIT PET(}EIIDALIII| M RUAT(}

Bagiaa Keretu
Unum

Paral 51

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai
acuan dalam pelaksanaan pe nanfaatan ruang.

ntr
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(21 Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
a. ketentuan umum peraturan zonasil

b. ketenhran perizinan;

c. ketenhran insentif dan disinsenti! dan

d. ketenhran sanksi.

Bagls! Kcdua

Kctentuen Umun Feraturan ?nngtr,l

Pasat 52

(1) Ketentuan umum perattrran zonasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai :

a. landasan bagi penyusunan perattrran zonasi pada tingkatan
operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap
kawasan;

b. dasar pemberian izin pemanfaatan rrrang; dan

c- salah satu pertimbangan ddam pengeodalian pemanfaatan
nrang.

(21 Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi :

a. ketentuan umum peraturan zonasi stnrkttrr **g;
b. ketentrran umum peraturan zonasi pola ruangi dan

c. ketentrran umum peraturan zonasi kawasan strategis
kabupaten.

(3) Ketenhran umum perahrran zonasi strukhrr ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat l2l huruf a terdiri atas :

a. 'ketentuan urnurr peraturan zonasi sistem pusat kegiatan;

b. ketentuan umum peratrrran zonasi sistem jaringan
Pfessirffie @e; de8

e. ketenhran umum peratr.rran zonasi sistem jaringan
Irrasarafla lainnya.

(41 Ketentuan umum peratrffan zonasi pola ruang sebagaimana
rlirnaksud pada ayat {2) huruf h terdiri atas :
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tindung; dan
b, lceteqtUqt Ulpqs-l pg{etqTep @4eel kacr4€trt bE{i_daya.

(5) Ketentuan umum perahrran zonasi kanrasan strategis
kabupaten sebegeifitarta dimak$*d Bada ayat (2) huruf c terdj.ri
atas :

a. ketentrran umum peratrrran zonasi kawasan strategis
gerttm*n*tart ekstorni;

affil


